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ABSTRAK 
 
Imam Adriansyah Ibrahim B11109158 Tinjauan Viktimologis 
Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota 
Bandung dibawah bimbingan H. M. Said Karim sebagai pembimbing I 
dan Kaisaruddin Kamaruddin sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan korban sehingga 
terjadi kejahatan perdagangan orang dan untuk mengetahui upaya-upaya 
yang dilakukan dalam menanggulangi adanya korban kejahatan 
perdagangan orang. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Penulis 
memperoleh data dengan melakukan wawancara langsung dengan 
narasumber serta mengambil data dari kepustakaan yang relevan yaitu 
literatur, buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan masalah tersebut. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa : 
(1) Peranan korban sehingga terjadi kejahatan perdagangan orang 
disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor 
rendahnya pendidikan, dan faktor perilaku konsumtif. (2) Upaya-upaya 
yang telah dilakukan dalam menanggulangi adanya korban kejahatan 
perdagangan orang berupa Upaya Pre-Emtif yang dilakukan dengan 
mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, upaya 
preventif berupa tindak lanjut dari Upaya Pre-Emtif dan Upaya Represif 
berupa penerapan sanksi kepada pelaku kejahatan perdagangan orang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Manusia sebagai makhluk sosial sepanjang sejarahnya akan 
senantiasa mengadakan interaksi-interaksi sosial dengan sesamanya dan 
dengan terjadinya interaksi ini, maka tumbuh dan terciptalah beberapa 
bentuk pola perilaku manusia di dalam masyarakat. 
Pola perilaku tersebut tentunya ada yang selaras dan ada pula 
yang menyimpang dari norma-norma atau kaedah-kaedah yang telah 
disepakati dan ditetapkan sebagai pedoman pergaulan hidup. 
Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan 
dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban/pihak korban 
kejahatan pada khususnya (orang dewasa, anak). Belum adanya 
perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan suatu 
masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan dan 
pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti juga 
bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat tersebut masih 
belum memuaskan dan perlu disempurnakan demi pembangunan 
manusia seutuhnya. 
Dalam rangka pelaksanaannya, diperlukan adanya dasar-dasar 
pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap korban kejahatan. Maka, 
mutlak bagi kita untuk juga memahami dan mengembangkan viktimologi 
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yang dapat memberikan dasar pemikiran untuk dapat memahami masalah 
penimbulan korban kejahatan serta penanggulangan permasalahannya 
secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. 
Berbicara tentang korban adalah pihak yang mengalami kerugian 
baik materil maupun immateril, jasmaniah ataupun rohaniah sebagai 
akibat suatu tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain demi 
suatu kepentingan yang bertentangan dengan hukum. Korban tidaklah 
hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kejahatan tetapi 
memainkan peranan penting dalam mencari kebenaran materil yang 
dikehendaki hukum pidana materil. Korban juga merupakan elemen 
penting dalam berlangsungnya suatu pembuktian hukum sebagai saksi 
korban atau pelapor. Seperti halnya dengan masalah kejahatan 
perdagangan orang (human trafficking ).  
Trafficking dalam pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk 
perdagangan modern. Tidak hanya merampas hak asasi manusia sebagai 
korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan atau 
siksaan fisik dan kerja paksa. Hal tersebut dapat menyebabkan  trauma 
psikis, bahkan cacat dan kematian. 
Isu trafficking (perdagangan manusia) sudah menjadi perhatian 
berbagai pihak dari kancah internasional maupun domestik. Modus 
kejahatan ini merupakakan tindak kejahatan yang menjadikan manusia 
sebagai komuditas perdagangan dan merupakan pelanggaran hak asasi 
manusia. Para pelaku kejahatan perdagangan manusia ini telah 
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membentuk jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia sehingga sulit 
untuk memberantasnya secara tuntas. 
Di Indonesia perdagangan manusia selalu muncul dan ada dengan 
beragam bentuknya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dalam kasus 
perdagangan manusia korban yang paling rentan adalah perempuan dan 
anak-anak. Perempuan diperjualbelikan untuk tujuan seksual dengan 
dijadikan pekerja seks komersial dan tenaga kerja di sektor lain. 
Sedangkan anak-anak diperjualbelikan untuk dijadikan tenaga kerja 
dengan upah murah ataupun dijadikan pengemis. Adapun balita biasanya 
diadopsi oleh sepasang suami-isteri yang tidak mempunyai anak. 
Perempuan dan anak-anak paling rentan terjerat dalam perdagangan 
manusia terutama perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah 
tangga di luar negeri atau yang biasa disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW) 
sering mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Tindakan 
pengeksplotasian dan kekerasan yang dialami para korban membuat 
trauma yang mendalam dan menderita kerugian psikologis juga mental.  
Kejahatan Trafficking ini merupakan jenis perbudakan pada era 
modern ini. Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan terkait erat 
dengan kriminalitas transnasional, dan dinyatakan sebagai pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM), sangat bertentangan dengan martabat 
kemanusiaan.  
Masalah perdagangan orang atau dikenal dengan istilah human 
trafficking  akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak 
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diperdebatkan baik ditingkat regional maupun global dan dikatakan 
sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sebenarnya masalah perdagangan 
manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, 
muncul ke permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah 
Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. 
Upaya pencegahan dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan 
Orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan 
internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan 
terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Untuk 
itu segala perangkat yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen 
tersebut terus menerus diupayakan, dilengkapi, dan disempurnakan, baik 
dari sisi peraturan hingga kepada penganggarannya.  
Kasus trafficking dari tahun ke tahun semakin meningkat. 
Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sering dijadikan modus 
kejahatan perdagangan manusia. Para korban perdagangan manusia ini 
biasanya masuk melalui jalur ilegal melalui para calo. Setiap tahun 
sedikitnya 450.000 warga Indonesia (70 persen adalah perempuan) 
diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut 
sekitar 46 persen terindikasi kuat menjadi korban tindak pidana 
perdagangan orang (hasil kajian Migrant Care Tahun 2009). 
Seperti yang terjadi di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, kasus 
perdagangan orang sangatlah mengkhawatirkan. Kota bandung 
merupakan salah satu daerah dimana tingkat perdagangan manusianya 
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sangat tinggi. Kota Bandung  saat ini merupakan salah satu daerah 
pengirim (sender area) sekaligus penerima korban perdagangan 
perempuan dan anak. Dengan demikian Kota Bandung menduduki posisi 
kedua tertinggi untuk daerah korban trafficking asal Jawa Barat. Hingga 
kini, kasus-kasus perdagangan orang, terutama perempuan dan anak 
tetap terjadi. 
Berbagai kasus perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan 
seringkali mereka dipekerjakan di sektor berbahaya, pekerjaan terlarang, 
kurir narkoba, untuk kerja paksa, korban eksploitasi seksual dan lain 
sebagainya. Fenomena perdagangan manusia, khususnya perempuan 
atau dikenal dengan istilah Trafficking, bukanlah merupakan hal yang 
asing bagi dewasa ini. Perdagangan manusia diartikan sebagai suatu 
fenomena perpindahan orang atau sekelompok orang dari suatu tempat 
ke tempat lain, yang kemudian dibebani utang untuk biaya proses 
berimigrasi.  
Didasari berbagai hal yang terjadi, disadari bahwa dalam 
menangani komplektisitas permasalahan trafficking, tidak hanya peran 
pemerintahan daerah saja yang dibutuhkan namun dibutuhkan kerja sama 
dari semua pihak baik instansi yang bersangkutan, LSM/ORMAS, maupun  
masyarakat, hingga aparat penegak hukum yang langsung berhadapan 
dengan berbagai kasus perdagangan orang, diharapkan dapat mencegah 
atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang 
yang terjadi di masyarakat Kota Bandung. 
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Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. 
Perdagangan tersebut secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia, sebagai berikut : 
Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan 
bahwa : “Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum 
dewasa, dihukum penjara paling lama enam tahun ”. 
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia menyatakan : 
“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, 
serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya”. 
 
Berdasarkan uraian di atas penulis kemudian tertarik untuk 
melakukan penelitian  dengan judul  “Tinjauan Viktimologis Terhadap 
Kejahatan Perdagangan Orang (Human trafficking) di Kota 
Bandung”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam penelitian ini : 
1. Bagaimanakah peranan korban sehingga terjadi kejahatan 
perdagangan orang di Kota Bandung? 
2.  Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan dalam menanggulangi 
adanya korban kejahatan perdagangan orang di Kota Bandung? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui peranan korban sehinnga terjadi kejahatan 
perdagangan orang di Kota Bandung. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan dalam 
menanggulangi adanya korban kejahatan perdagangan orang di Kota 
Bandung. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah : 
1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih 
lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat 
memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia. 
2. Secara praktiknya hasil penelitian ini dapat digunakan :  
- Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, 
dan  praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dan langkah-
langkah untuk memutus dan menyelesaikan perkara-perkara 
yang sedang dihadapi.  
- Memberikan informasi pemahaman kepada masyarkat 
terhadap tindak pidana perdagangan orang (trafficking). 
- Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Viktimologi 
1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi merupakan istilah Bahasa Inggris Victimology yang 
berasal dari bahasa latin yaitu “Victima” yang berarti korban dan “Logos” 
yang berarti studi/ilmu pengetahuan (Arief Gosita, 2004:228). Istilah 
viktimologi pertama kali dipergunakan oleh seorang pengacara di 
Yerussalem yang bernama B. Mendelsohn pada tahun 1947 yang 
merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi sejak itu, sampai 
viktimologi berkembang dengan pesat. 
Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada 
awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase 
ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua, 
viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi 
meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai general 
victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi 
yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan 
hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new victimology. 
Menurut J.E. Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah sebuah ilmu 
disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, 
sedangkan menurut Arief gosita (1995:158) Viktimologi adalah suatu 
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bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan 
korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan mental, fisik, dan sosial. 
Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran 
yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para 
korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang 
mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan 
lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka 
memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam 
menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi 
pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana 
menghindari bahaya. 
 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
        Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 
penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha 
menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau 
penimbulan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi 
dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Antara lain: ingin 
dicegah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai 
kejahatan atau viktimisasi (penimbulan korban) lain lebih lanjut antara 
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yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan demi keadilan dan 
kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas viktimologi yang rasional, 
bertanggung jawab, dan bermanfaat dapat merupakan sarana untuk 
memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia. 
 Menurut J.E. Sahetapy (1995:25) ruang lingkup viktimologi 
meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh 
suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, 
termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban 
kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic 
memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena 
adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji 
korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam 
di luar kemauan manusia (out of man‟s will). 
Dengan demikian objek studi atau ruang lingkup perhatian 
viktimologi menurut Arif Gosita (2009:329) adalah sebagai berikut : 
a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas; 
b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal; 
c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, 
pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim 
pengacara, dan sebagainya; 
d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal : argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi usaha-
usaha prevensi, represi, tidak lanjut (ganti kerugian) dan 
pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
e. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
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Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat 
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya 
dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut 
pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing- 
masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang 
hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas (Arief 
Gosita,2004:39). 
 Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu 
penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak 
tertentu dan dari kepentingan tertentu. 
Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara 
fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. 
Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi 
yang meliputi (Muhadar,2006:22): 
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 
angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 
peperangan lokal atau dalam skala internasional; 
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi 
antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang 
tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek 
lingkungan hidup; 
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap 
anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau 
orang tuanya sendiri; 
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan 
obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan 
lain-lain; 
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang 
menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan 
maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-
undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi 
kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya. 
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Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas 
teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi 
kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-
struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam 
viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak 
yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial. 
Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahakan keadilan 
dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka adalah 
benar apabila kita bersama, mengusahakan pengembangan viktimologi. 
Tujuannya untuk memberikan landasan dalam bersikap kehidupan 
dengan beragam cara, dan mengusahakan pelayanan perlakuan yang 
manusiawi terhadap mereka yang terlibat dalam berbagai viktimisasi. 
3. Manfaat Viktimologi 
Dengan demikian manfaat yang diperoleh apabila suatu ilmu 
pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik 
yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu 
untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula 
pada saat mempelajari viktimologi. Dengan diperolehnya viktimologi, 
diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. 
Arif Gosita (2009:330) menguraikan beberapa manfaat yang 
diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagai berikut: 
a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, 
13 
etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha 
yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan 
menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai 
bidang kehidupan dan penghidupan. 
b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk 
menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa 
penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta 
hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini 
sangat penting dalam upaya pencegahan terhadap berbagai 
macam viktisasi demi menegakkan keadilan dan meningkatkan 
kesejahteraan mereka yang terlihat langsung atau tidak langsung 
dalam eksistensi suatu viktisasi. 
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat 
sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya 
viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang 
pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk 
keuntungan sendiri. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah 
penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi 
dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal 
dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. 
 
B. Korban 
1. Pengertian Korban 
 
Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar 
korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun 
juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. 
Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan 
suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, 
dan lainnya. 
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Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termasuk dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang 
disebut korban adalah : 
a. Setiap orang; 
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau; 
c. Kerugian ekonomi; 
d. Akibat tindak pidana 
 
Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban (victim) adalah : 
Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah 
menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, 
emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya 
yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar 
hukum pidana di masing-masing negara, termasuk 
penyalahgunaan kekuasaan. 
 
Sedangkan, menurut  Arif Gosita yang dimaksud dengan korban 
adalah : 
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak 
asasi pihak yang dirugikan. 
 
Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat 
dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau 
kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-
perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi 
diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga 
dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang 
mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya 
atau untuk mencegah viktimisasi (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:43). 
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2. Tipologi Korban Kejahatan 
Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, 
yaitu : 
1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzal 
Abdel Fattah yang dikutip oleh Lilik Mulyadi (2003:124) 
menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu : 
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak 
menyangkal/ menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak 
turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan; 
b. Latent or predisposed victims adalah mereka yang 
mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban 
pelanggaran tertentu; 
c. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan; 
d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari 
atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya 
menjadi korban; 
e. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena 
dirinya sendiri; 
 
 
2. Ditinjau dari persfektif  tanggung jawab korban itu sendiri maka 
Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk, yakni sebagai berikut : 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada dipihak korban; 
b. Provocative victims merupakan korban yang disebabkan 
peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena 
itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan 
pelaku secara bersama-sama; 
c. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak 
disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang 
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tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku; 
d. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan 
manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban 
kejahatan.  Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya 
terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena 
tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak 
berdaya; 
e. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan 
dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada 
penjahat atau masyarakat; 
f. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa 
korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada 
korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; 
g. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan 
konstelasi politik. 
 
3. Selain pengelompokan di atas, masih ada pengelompokan 
tipologi korban menurut Sellin dan Wolfang, yaitu sebagai 
berikut : 
a. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban 
individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan 
kelompok); 
b. Secondary victimization,yang menjadi korban adalah 
kelompok, misalnya badan hukum; 
c. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah 
masyarakat luas; 
d. Mutual victimization,yang menjadi korban adalah si pelaku 
sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika; 
e. No victimization,  yang dimaksud bukan berarti tidak ada 
korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. 
Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu 
hasil produksi (Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:49).  
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C. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 
menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan 
demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut 
bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang relative, yaitu 
tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. 
Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri, tidak terdapat kesatuan 
pendapa diantara para sarjana. R. Soesilo yang dikutip oleh A. Gumilang 
(1993:4) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis. 
“Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu 
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. 
Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan 
kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain 
merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu 
berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban”. 
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (halaman 34), kejahatan 
merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-
norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum 
pidana). 
Sementara itu menurut A.S. Alam (2010:16) definisi kejahatan, 
dilihat dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). 
Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang 
melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
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sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan 
pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:33), misdrijf atau kejahatan 
berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, 
berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. 
Selanjutnya menurut E.Durkheim (I.S.Susanto, 1991:4) seorang 
pakar sosiologi menyatakan bahwa, kejahatan bukan saja normal, dalam 
arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Bahkan dia menambahkan 
bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan. Sebab ciri setiap 
masyarakat adalah “dinamis” dan perbuatan yang telah menggerakkan 
masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan. 
Kejahatan merupakan hasil interaksi antara yang ada dan saling 
mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kejahatan yang terjadi di 
daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut 
serta dalam terjadinya kejahatan mempunyai hubungan fungsional satu 
sama lain. Bahkan ada yang kemungkinan yang bertanggung jawab 
fungsional terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Adapun yang disebut 
peserta-peserta dalam timbulnya kejahatan, antara lain : para pelaku, 
korban, pembuat undang-undang, pihak kepolisian, kejaksaan, 
kehakiman, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Dengan kata lain, 
semua fenomena baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor 
kriminogen (yang dapat menimbulkan kejahatan) harus diperhatikan 
dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan atau 
penyimpangan itu.  
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Dapat dikatakan, perilaku kejahatan adalah suatu perilaku yang 
beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan 
demikian, kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan 
sebagai suatu proses yang menentukan.  
Sehubungan dengan itu Kohlberg yang dikutip oleh Noach, 
menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa 
faktor (Muhadar, 2006:31) : 
a. Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri 
manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan 
rangsangan yang datang dari luar. 
b. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan 
kontrol dari masyarakat luar, ancama, hukuman dan lain-lain.  
 
Menurut Sutherland, (A.S.Alam, 2010:18) untuk menyebut suatu 
perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan 
yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah : 
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm); 
b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP); 
c. Harus ada perbuatan (criminal act); 
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea); 
e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat; 
f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam 
KUHP dengan perbuatan; 
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan 
waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin 
lama  kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat, bahkan 
di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. 
 
2. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
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telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi 
dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini 
belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar 
atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, 
dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu 
secara berkelompok. 
Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskupun telah ditetapkan sanksi yang berat 
kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum 
dapat dipecahkan sampai sekarang. 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, ada dua faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan itu, yaitu : 
1. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, 
jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis 
(agresivitas, kecorobohan, dan keterasingan), dan 
2. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan 
waktu. 
 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
aliran atau mahzab-mahzab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan 
sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, 
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seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang 
dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang 
akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan dan 
muncullah beberapa aliran, yaitu aliran-aliran klasik, kartografi, dan aliran 
tipologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan secara 
teoritis dan ilmiah. 
 Aliran klasik timbul dari inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan 
Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik bagi aliran ini 
setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan 
tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana 
yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih 
kesenangan atau sebaliknya, yaitu penderitaan. Dengan demikian, setiap 
perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan 
kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun 
dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
 Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan 
bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan 
rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Sementara itu Bentham 
(Weda, 1996:15) menyebutkan bahwa the act which i think will give me 
mosiplesseru. Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah 
diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh. 
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Aliran kedua adalah kartrograpik para tokoh aliran ini antara lain 
Quetet dan Queery. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke 
Inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada 
wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini 
berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi 
sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini, yaitu Lambrossin, Mental taster, dari psikiatrik yang 
mempunyai asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan pada 
penjahat terletak pada sifat tertentu pada kepribadian yang 
mengakibatkan seseorang tertentu berbuat kejahatan dan seseorang lain 
tadi kecendrungan berbuat kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua 
atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan maupun 
proses-proses lain yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada 
orang tersebut (Dirjosisworo, 1983:32). 
Ketiga kelompok tipologi ini berada satu dengan yang lainnya 
dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan 
penjahat. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang 
dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa “criminal isi born not 
made” 
Ada beberapa proporsi yang dikemukakan oleh Lambroso, yaitu (1) 
penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda, (2) tipe ini 
biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, 
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rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut panjang yang 
jarang dan tahan terhadap rasa sakit, tanda ada bersamaan jenis tipe 
penjahat, (3) tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab 
kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai perilaku kriminal. Ciri-ciri ini merupakan pembaharuan sejak 
lahir, (4) karena adanya kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar dari 
melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak 
memungkinkan, dan (5) penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, 
pelanggar seks dapat dibedakan oleh tanda tertentu. 
Setelah hilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental tester. 
Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut 
Goddart (Weda, 1996:18), setiap penjahat adalah orang yang feeble 
mindedness (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak 
dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan 
kejahatan.  
Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih 
menekankan pada unsur psikologi, yaitu gangguan emosional. Gangguan 
emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu pokok ajaran ini 
lebih mengacu organisasi tertentu dari pada kepribadian seseorang yang 
berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat, tanpa 
mengingat situasi-situasi sosial. 
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Adapun teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat 
dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu : (A.S. Alam, 2010:45) 
1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan) 
2. Cultural deviance (penyimpangan budaya) 
3. Social control (kontrol sosial) 
 
Teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian 
pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan 
tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie 
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat 
nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yaitu adanya 
anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. 
Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang 
sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, 
bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan 
beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (legitimate means). 
a. Teori-teori anomie  
1) Emile Durkheim 
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan 
melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha 
mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama 
lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur dari suatu 
masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. 
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Menurut Durkheim, penjelasan tentang perbuatan 
manusia tidak terletak pada si individu, tetapi terletak pada 
kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim 
memperkenalkan istilah anomie sebagai hancurnya keteraturan 
sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. 
Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai 
kondisi yang mendorong sifat individualitas (memenangkan diri 
sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. 
Keadaan ini akan diikuti dengan perilaku menyimpang dalam 
pergaulan masyarakat. 
2) Robert Merton 
Konsepsi Merton tentang anomie agak berbeda dengan 
konsepsi anomie dari Durkheim. Masalah sesungguhnya 
menurut Merton, tidak diciptakan oleh sudden social change 
(perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh social cultur (struktur 
sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua 
anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk 
mencapainya. Menekankan pentingnya dua unsur di setiap 
masyarakat, yaitu : 
a. Cultural aspiration atau cultural goals yang diyakini berharga 
untuk diperjuangkan. 
b. Institutionalizes means atau accepted ways untuk mencapai 
tujuan itu. 
26 
Dalam masyarakat menurut pandangan Merton telah 
melembaga suatu cita-cita (goals) untuk mengejar sukses 
semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan 
yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang 
dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (means) 
tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh 
seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua 
orang mencapai cita-cita dimaksud melalui legitimated means 
(mematuhi hukum). 
Oleh karena itu terdapat individu yang berusaha mencapai 
cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang 
(illegitimated means). Pada umumnya, mereka yang melakukan 
illegitimated means tersebut berasal dari masyarakat kelas 
bawah dan golongan minoritas. 
b. Teori-teori penyimpangan budaya (cultural deviance theories) 
Teori penyimpangan budaya memfokuskan perhatian kepada 
kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas 
kriminal. Cultural deviance theories memandang kejahatan sebagai 
kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower class. 
Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan 
benturan dengan hukum-hukum masyarakat. 
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Tiga teori utama dari cultural deviance theorirs, adalah : 
1. Social disorganization 
2. Differential association 
3. Cultural conflict 
Social discorganization theory memfokuskan diri pada 
perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan 
dengan disintegrasi nilai-nilai kovensional yang disebabkan oleh 
industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi. 
Differential association theory yang dicetus oleh Sutherland 
bermakna bahwa pendekatan individu mengenai seseorang dalam 
kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh 
menjadi penjahat dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang 
secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. 
Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli hukum 
dalam memenuhi posesifnya. 
Cultural conflict theory, menjelaskan keadaan masyarakat dengan 
ciri-ciri, yaitu kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup, sering terjadi 
pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain 
berbeda bahkan ada yang saling bertentangan. Sellin membedakan 
antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika 
norma-norma dari dua budaya bertentangan (clash). Konflik sekunder 
muncul jika suatu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-
beda, masing-masing memiliki perangkat conduct norms-nya sendiri. 
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Konflik jenis ini terjadi ketika suatu masyarakat homogeny atau sederhana 
menjadi masyarakat yang kompleks dimana sejumlah kelompok-kelompok 
sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal. 
c. Teori Kontrol Sosial (Control social theory) 
Pengertian teori kontrol sosial merujuk pada setiap perspektif yang 
membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara teori 
kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan 
yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara 
lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Travis Hirschi 
telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep social 
bonds (ikatan sosial). Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin 
bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan 
tentang kesusilaan. Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk 
melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan tingkah lakunya. 
Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku 
yang dimaksud, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku 
tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterkaitan moral dengan orang 
tua, sekolah, dan lembaga lainnya. Hirschi kemudian menjelaskan bahwa 
sosial bonds meliputi empat unsur, yaitu : 
a. Attachment (keterikatan) adalah keterikatan seseorang pada 
(orang tua), sekolah atau lembaga lainnya yang dapat 
mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk 
melakukan kejahatan. 
b. Involvement (keterlibatan) bahwa frekuensi kegiatan positif 
(belajar tekun, anggota pramuka, panjat tebing) dan lain-lain. 
Cenderung menyebabkan seseorang itu tidak terlibat dalam 
kejahatan. 
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c. Commitment (pendirian kuat yang positif) bahwa sebagai suatu 
investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk 
pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang 
wiraswasta tetap dijaga untuk mewujudkan cita-citanya. 
d. Belief (pandangan nilai moral yang tinggi) merupakan unsur 
yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma 
yang baik dan adil dalam masyarakat. Unsur ini menyebabkan 
seseorang menghargai norma-norma dan aturan-aturan serta 
merasakan adanya kewajiban moral untuk menantinya. 
 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. 
Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab 
utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian 
label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu 
pada masyarakatnya (Dirdjosisworo, 1983:125). 
Menurut Tanenbaum (Atmasasmita, 1995:38) kejahatan tidak 
sepenuhnya merupakan hasil dari kekurang mampuan seseorang tetapi 
dalam kenyataannya, ia telah dipaksa untuk menyesuaikan dirinya dengan 
kelompoknya. 
Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah 
pendekatan sobural, yaitu akronim dan nilai-nilai sosial, aspek budaya, 
dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam 
setiap masyarakat (Sahetapy, 1995:37) aspek budaya dan faktor struktual 
merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam masyarakat. Oleh 
karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis sesuai dengan 
dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini berarti, kedua 
elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh luar seperti 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua elemen yang 
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saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat. 
Dengan demikian, maka nilai-nilai sosialpun akan bersifat dinamis sesuai 
dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktual dalam 
masyarakat yang bersangkutan.  
3. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan Kejahatan (A.S. Alam 2010:79) terdiri atas tiga 
bagian pokok, yaitu : 
a. Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-
usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara 
Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang 
baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi usaha pre-emtfif 
faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan; 
b. Upaya Preventif adalah upaya-upaya dari tindak lanjut dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
c. Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah 
terjadi tindak pidana / kejahatan yang tindakannya berupa 
penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan 
hukuman.  
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Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu 
kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Batasan tentang pencegahan 
kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang 
mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup 
kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun 
melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang 
potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat 
berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 
melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 
untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto, 
1986:114). 
Peran pemerintah begitu luas, maka kunci dan strategis dalam 
menanggulangi kejahatan meliputi, ketimpangan sosial, diskriminasi 
nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan 
diantara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab 
dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi 
pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
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mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan. 
 
D. Kejahatan Perdagangan Orang 
1. Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan 
Masalah perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan 
kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir. Baik bersifat 
antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap 
masyarakat, bangsa dan negara, serta merupakan tindakan yang 
bertentangan dengan harkat dan martabat dan dapat dikatakan sebagai 
suatu tindak pidana, sehingga harus diberantas. 
Menurut Moeljatno (1993:54), bahwa perbuatan pidana adalah 
yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja 
dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu 
suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana 
ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang 
menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang sangat erat pula.  
Sedangkan menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan 
yang dilarang. Menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana 
ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-
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perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan 
atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat 
yang dianggap baik dan adil. 
Jadi, dari kedua pendapat diatas, peneliti dapat menyimpulkan 
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 
dilarang dan dapat diancam pidana bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut, dan perbuatan-perbuatan ini juga dapat merugikan 
masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan 
terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan 
adil. 
Oleh karena itu, trafficking atau perdagangan orang dapat 
dikatakan sebagai suatu kejahatan, karena trafficking merupakan 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yaitu Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007. 
 
2. Pengertian Perdagangan Orang 
Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku 
trafficking yang mengandung : salah satu atau lebih tindakan: perekrutan 
antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, 
penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara : ancaman, 
penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu 
muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seorang tidak 
memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan 
lain lain, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan 
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perempuan dan anak digunakan untuk tujuan : pelacuran dan eksploitasi 
seksual (termasuk pedophilia), buruh migran legal maupun illegal, adopsi 
anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, ,mengemis, industri 
pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk 
eksploitasi lainnya. 
 
3. Ketentuan Hukum Dalam Kejahatan Perdagangan Orang 
Landasan hukum perdagangan orang adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia. 
2. Undang-Undang Dasar 1945 : menjamin warga negaranya 
untuk menikmati hak asasinya, sekaligus memberikan 
perlindungan hukum, juga jaminan hak untuk tidak diperbudak. 
3. TAP MPR IV/1999 tentang GBHN. TAP MPR X/2001: untuk 
mengatasi perempuan dan anak melalui penyusunan peraturan 
perundangan nasional, ratifikasi konvensi internasional, dan 
pembentukan rencana aksi serta gugus tugas (task force). 
4. Ditegaskan kembali melalui TAP MPR VI/2002. 
 
 
 
35 
Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
kejahatan perdagangan orang, yaitu sebagai berikut : 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya 
telah teratur dalam KUHP khususnya pada : 
Pasal 297 
Memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa 
dihukum penjara paling lama enam tahun. 
 
Pasal 324 
Barangsiapa dengan biaya sendiri atau orang lain menjalankan 
perniagaan budak atau melakukan perbuatan perdagangan budak 
atau dengan sengaja turut campur dalam hal itu, baik langsung 
maupun tidak langsung, dihukum penjara selama-lamanya dua 
belas tahun. 
 
Ketentuan dalam KUHP tersebut tidak merumuskan pengertian 
perdagangan orang yang tegas secara hukum, apalagi dalam KUHP 
tersebut sanksinya terlalu ringan tidak seimbang dengan dampak yang 
diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Untuk itu Perumus 
RUU KUHP mengakomodir masukan para aktivis anti perdagangan orang. 
Larangan trafficking dalam Pasal 297 KUHP kembali dimasukkan dalam 
RUU KUHP, bahkan diperluas cakupannya. 
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia 
Pasal 65 
“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, 
serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, 
dan zat adiktif lainnya”. 
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c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan 
manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk 
perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai 
negara termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang 
lainnya. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terjadi di daerah 
perkotaan, tetapi juga daerah pedesaan, dan korbannya tidak lain adalah 
perempuan dan anak. Kurangnya pengetahuan serta rendahnya 
pendidikan, kadang kala menyebabkan seseorang menjadi korban oknum-
oknum tertentu yang memanfaatkan keadaan serta situasi. 
 Komitmen pemerintah Indonesia untuk turut serta memerangi 
kejahatan trafficking dapat kita lihat atas usahanya membuat satu 
peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 20 Maret 2007 Pemerintah 
Indonesia mengesahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 
PTPPO). 
Dalam undang-undang ini dikatakan bahwa perdagangan orang 
adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau 
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memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 
atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 
Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian 
trafficking. Pertama: elemen perbuatan, yang meliputi: merekrut, 
mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima. Kedua: 
elemen sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: 
ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, 
penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan 
atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga, 
elemen tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi 
atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, 
penghambaan, dan pengambilan organ tubuh. 
 Dalam undang-undang ini sangat jelas digambarkan bahwa 
perdagangan orang (human trafficking ) bukan suatu kejahatan pidana 
biasa tetapi merupakan suatu kejahatan yang serius karena dilakukan 
dengan modus operandi yang sistematis dan kontinu. Beberapa kategori 
bisa diambil dalam menafsirkan undang-undang tersebut, yaitu: pelaku 
human trafficking  bisa seseorang, kelompok orang/organisasi; perbuatan 
tersebut dilakukan secara sengaja dan sistematis serta menimbulkan 
penderitaan fisik dan psikis terhadap korban; korban trafficking biasanya 
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berasal dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak; praktek 
trafficking telah membatasi bahkan melanggar prinsip-prinsip HAM karena 
pada dasarnya manusia tidak untuk diperdagangkan atau dikomersilkan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, 
dengan fokus penelitian pada. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat. Pertimbangan 
mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan 
penelitian di lokasi ini Penulis dapat memperoleh data yang lengkap, 
akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang 
obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan 
penelitian ini, 
2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan, yaitu dengan 
menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang 
berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah: 
1)  Penelitian pustaka (library research), yaitu membaca serta 
menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran 
dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan 
objek penelitian. 
2)  Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-
fenomena yang diselidiki. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 
1) Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini Penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang 
relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian 
yang dijadikan landasan teoritis. 
2) Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan metode 
wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam 
bentuk tanya jawab narasumber (korban) atau pihak-pihak 
yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi 
yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. 
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D. Analisis Data 
  Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang 
simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara  
deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna 
memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil 
penelitian nantinya.  
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 BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Profil Kota Bandung 
Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu 
Kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 1070 36 Bujur 
Timur dan 6055 Lintang Selatan. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, 
dilihat dari segi komunikasi, dan perekonomian. Secara administratif Kota 
Bandung terdiri dari 30 kecamatan, yaitu : 
1. Kecamatan Andir 
2. Kecamatan Antapani 
3. Kecamatan Arcamanik 
4. Kecamatan Astana Anyar 
5. Kecamatan Babakan Ciparay 
6. Kecamatan Bandung Kidul 
7. Kecamatan Bandung Kulon 
8. Kecamatan Bandung Wetan 
9. Kecamatan Batununggal 
10. Kecamatan Bojongloa Kaler  
11. Kecamatan Bojongloa Kidul 
12. Kecamatan Buah Batu 
13. Kecamatan Cibeunying Kaler 
14. Kecamatan Cibeunying Kidul 
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15. Kecamatan Cibiru 
16. Kecamatan Cicendo 
17. Kecamatan Cidadap 
18. Kecamatan Cinambo 
19. Kecamatan Coblong 
20. Kecamatan Gedebage 
21. Kecamatan Kiara Condong 
22. Kecamatan Lengkong 
23. Kecamatan Mandalajati 
24. Kecamatan Panyileukan 
25. Kecamatan Rancasari 
26. Kecamatan Regol 
27. Kecamatan Sukajadi 
28. Kecamatan Sukasari 
29. Kecamatan Sumur Bandung 
30. Kecamatan Ujungberung 
Iklim asal Kota Bandung dipengaruhi oleh pegunungan di 
sekitarnya sehingga cuaca yang terbentuk sejuk dan lembab. Namun 
beberapa waktu belakangan ini temperatur rata-rata Kota Bandung 
meningkat tajam, hingga mencapai 30,70oC dengan temperatur tertinggi, 
yaitu pada bulan September. Hal tersebut diduga terutama disebabkan 
oleh polusi udara diakibatkan oleh kendaraan bermotor dan dampak dari 
pemanasan global. Walaupun demikian curah hujan di Kota Bandung 
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masih cukup tinggi. Bandara yang ada di Kota ini adalah Bandara Husein 
Sastranegara. 
 Secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 Meter 
di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 
1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan 675 Meter di atas 
permukaan laut. Di wilayah Kota Bandung bagian Selatan sampai lajur 
lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah 
kota bagian Utara berbukit-bukit. Dari wilayah perbukitan Bandung Utara 
inilah orang dapat menyaksikan bentuk dan panorama keseluruhan Kota 
Bandung. 
 
B. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana  Perdagangan Orang 
(Human trafficking ) 
Berbicara mengenai viktimologis akan erat kaitannya dengan 
pembicaraan bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya suatu 
kejahatan, termasuk salah satunya pada kasus perdagangan orang 
(human trafficking ).  
Pada penelitian ini Penulis akan melakukan pengkajian terkait 
peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 
Penulis menganggap perlu untuk melakukan pembahasan terkait hal ini 
karena pada tempat lokasi penelitian Penulis, korban kejahatan 
perdagangan orang sering ditemui. Hal ini dapat dilihat pada data yang 
diperoleh Penulis di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 
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Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat pada penelitian yang 
dilakukan tanggal  11 Juni 2013 sampai dengan 18 Juni 2013. 
 
Tabel 1 
Data Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandung 
 
 
Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
Provinsi (P2TP2A) Jawa Barat  
  
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa korban kejahatan 
perdagangan orang mayoritas dari kalangan perempuan. Pada tahun 
2010 korban kejahatan perdagangan orang dengan korban perempuan 
berjumlah 18 orang dan anak berjumlah 7 orang. Pada tahun 2011 korban 
perempuan berjumlah 10 orang dan anak 3 orang. Pada tahun 2012 
korban perempuan berjumlah 23 orang dan anak 8 orang. 
Berdasarkan olah data di lokasi penelitian, sulit ditemukan data-
data lengkap mengenai si korban. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor 
privasi korban yang dijaga oleh pihak P2TP2A Jawa Barat sehingga 
mereka enggan membeberkan informasi itu. Jadi mengenai data-data 
korban hanya dibicarakan secara umum saja dan disajikan berdasarkan 
hasil wawancara saja.  
No Tahun 
                                 Korban 
Perempuan Anak 
1 2010 18  7  
2 2011 10 3 
3 2012 23 8 
Jumlah 51 18 
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Kasus trafficking merupakan salah satu kejahatan terbesar kedua 
dari peredaran narkoba yang mempengaruhi dan berdampak pada 
kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Banyak kasus trafficking yang 
terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan dan ada kaitannya dengan 
jaringan trafficking Internasional.  
Kini trafficking tidak hanya terjadi di dalam negeri, akan tetapi 
terjadi juga di luar negeri yang sebagian besar korbannya berasal dari 
Indonesia. Apapun modus operandinya, kejahatan human trafficking  ini  
bukanlah fenomena baru. Meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini 
dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikkannya 
dengan perdagangan perempuan dan anak.  Perempuan dan anak yang 
usianya di bawah 25 tahun atau sekitar 14-17 tahun adalah kelompok 
yang paling banyak menjadi korban kejahatan trafficking, dikarenakan 
perempuan dan anak dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan 
terutama yang pendidikannya kurang atau tingkat ekonominya rendah. 
Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual, 
tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain.  
Tindak eksploitasi untuk waktu yang singkat sering tidak disadari 
oleh korban, namun dalam waktu yang panjang, korban baru merasakan 
bahwa dirinya telah dieksploitasi. Tindakan eksploitasi adalah tindakan 
berupa penindasan, pemerasan, dan pemaanfaatan fisik, seksual, tenaga, 
dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan 
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cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan 
baik materiil maupun non materiil.  
Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, terlebih dahulu harus mengetahui faktor penyebab 
terjadinya. Ada beberapa faktor-faktor penyebab korban tindak pidana 
perdagangan orang, yaitu : 
1. Faktor Ekonomi 
Faktor yang paling sering dijadikan alasan baik dari sisi pelaku 
maupun korban dalam tindak pidana perdagangan orang adalah faktor 
ekonomi. Sampai saat ini faktor ekonomi memang masih menjadi faktor 
utama dalam terjadinya kasus trafficking ini,  kemiskinan memang 
mempunyai dampak yang begitu mengerikan, dapat memicu manusia 
untuk halalkan segala cara demi menyambung hidup. Faktor ekonomi 
adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan 
manusia. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang 
rendah sedangkan kebutuhan mendesak untuk dipenuhi. 
Ketidakseimbangan inilah yang menjadi faktor bagi setiap orang mencari 
alternatif pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Dari hasil wawancara Penulis tanggal 18 Juni 2013  terhadap Narasumber 
yang menjadi korban karena faktor ekonomi, sebut saja namanya Chika di 
Salah satu cafe karaoke di Kota Bandung mengatakan: 
Awalnya ketika saya telah lulus SMU di kota asal saya Indramayu, 
teman saya menawarkan sebuah pekerjaan sebagai pelayan cafe 
di Bandung. Informasi itu dia dapat dari seorang pemuda yang 
pada akhirnya saya ketahui bahwa dialah perantara saya hingga 
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akhirnya terjerumus ke dalam pekerjaan ini, saat itu saya sempat 
menolak karena alasan tak ingin jauh dari orang tua saya, namun 
karena tak kunjung mendapat pekerjaan, kemudian saya 
menghubungi teman saya itu, tak lama setelah itu datanglah 
seorang pemuda yang kemudian menjelaskan tentang pekerjaan 
sebagai pelayan cafe di Bandung dengan gaji lumayan dan 
transportasi serta biaya tinggal dan makan semua di tanggung 
pihak cafe. Tanpa sedikit keraguan dan kepercayaan terhadap 
orang tersebut dan restu orang tua, singkat cerita saya akhirnya di 
bawa ke Bandung dan langsung di pekerjakan sebagai pelayan di 
cafe tersebut. Seiring waktu ketika saya melayani seorang pria 
hidung belang, dia menggoda saya, karena saya menolak akhirnya 
pria tersebut berbicara kepada bos di cafe tersebut agar saya mau 
diajak untuk memuaskan nafsu pemuda itu, dan ternyata bos saya 
menyetujui dengan imbalan uang pastinya, saya awalnya menolak 
tapi bos saya mengatakan kepada saya bahwa pada saat 
pemberangkatan dari kampung hingga sampai sekarang saya 
berhutang atas pemberangkatan itu, serta biaya tinggal di mes dan 
biaya makan sehari-hari semua tidak gratis, dan saya harus 
melunasi hutang tersebut, sedangkan gaji saya sebagai pelayan 
sangat tidak cukup untuk melunasi hutang tersebut, maka cara 
satu-satunya saya harus melayani pria hidung belang dan akan 
mendapat 50% hasil melayani pria hidung belang agar dapat 
melunasi hutang dan mendapat penghasilan sampingan. Hingga 
akhirnya sampai sekarang kegiatan ini saya lakukan dengan alasan 
ekonomi, sebab keuntungan yang saya dapatkan cukup untuk 
melunasi hutang dan mengirim uang ke kampung untuk membiayai 
kehidupan orang tua dan adik saya yang masih sekolah. 
 
Dari hasil wawancara tersebut jelaslah bahwa salah satu faktor 
yang menyebabkan seseorang terjun kedalam Human trafficking  adalah 
faktor ekonomi. 
2. Faktor Rendahnya Pendidikan 
Seperti yang telah Penulis paparkan bahwa kriminalisasi korban 
trafficking dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali 
mengidentikkannya dengan perempuan dan anak. Menurut data yang 
Penulis dapatkan bahwa pendidikan terakhir dari korban, rata-rata hanya 
pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sama sekali tidak mengenal 
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bangku sekolah. Hal inilah yang menyebabkan korban lebih muda 
diperdagangkan karena pendidikan yang rendah atau dengan kata lain 
keterbatasannya memiliki keahlian. Dari hasil wawancara Penulis, ada dua 
orang korban, mereka adalah NK dan S yang memiliki alasan karena 
kurangnya pendidikan,  mereka jadi lebih gampang diperalat oleh pencari. 
3. Faktor Perilaku Konsumtif 
Pemicu trafficking terjadi karena ada beberapa faktor, tetapi yang 
paling sering ditemukan adalah gaya hidup yang konsumtif. Orang 
cenderung menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. 
Terlebih untuk kalangan remaja, gaya hidup yang bermula di lingkungan 
sekolah atau di rumah dapat menyebabkan perilaku-perilaku konsumtif 
yang pastinya mengarah pada hal-hal yang negatif. Bila seseorang tidak 
bisa mengimbangi gaya hidup, maka akan diikuti dengan  faktor 
kejahatan. Selain itu, orang  tua jadi faktor yang mendorong pelaku. Gaya 
hidup konsumtif mendominasi masyarakat belakangan ini. Yang 
memprihatinkan, gara-gara ekonomi yang lemah dan tuntutan gaya hidup 
tinggi, menjadi faktor mendasar trafficking. Seharusnya remaja dan 
masyarakat umum harus mampu mengendalikan diri untuk mengurangi 
gaya hidup yang konsumtif. Maraknya kasus trafficking yang menimpa 
anak-anak remaja, yang dijadikan pekerja seks komersial, kadang 
dilatarbelakangi keinginan korban sendiri untuk memenuhi kebutuhan 
hidip, seperti handphone yang keren, baju yang bagus, bahkan untuk 
berfoya-foya.  
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Dari hasil wawancara Penulis terhadap salah seorang korban 
perempuan yang masih duduk di bangku SMU berinisial EK, mengatakan: 
„‟Awalnya saya terjun ke dalam dunia ini karena di dasari keinginan 
sendiri, saat itu ketika masih duduk di bangku kelas 1 smu, seperti 
kebanyakan remaja lainnya yang bergaul dengan teman sebaya 
yang berpenampilan modis serta gadget teknologi mereka yang 
selalu terbaru, timbul rasa iri dan juga ingin memiliki barang 
tersebut, namun karena latar belakang ekonomi yang pas-pasan 
saya kemudian selalu berusaha bagaimana cara agar dapat 
memiliki barang-barang terbaru dengan cara yang instan. Pada  
saat itu saya dapat informasi dari teman saya sendiri yang ternyata 
dia selalu menggunakan gadget dan pakaian yang selalu baru dan 
modis,  itu ternyata dengan jujur dia katakan dari hasil menjual diri 
ke pria hidung belang. Dengan modus yang sangat terselubung 
dimana awalnya dia di perkenalkan oleh seorang yang di sebut saja 
„‟mami‟‟, mami tersebut mempunyai banyak kenalan pria hidung 
belang yang rela membayar mahal agar nafsunya biraahinya dapat 
dipuaskan dengan perempuan khususnya jika wanita tersebut 
masih sangat belia atau masih duduk di bangku sekolah SMP dan 
SMU. Mami ini mempunyai anak-anak yang sangat banyak untuk 
dapat memuaskan nafsu birahi lelaki hidung belang dan hasil dari 
keuntungan tersebut di bagi dengan anak dan mami sesuai dengan 
perjanjian yang telah di sepakati. Modusnya jika para pria hidung 
belang ingin memuaskan nafsunya mereka cukup menelpon 
kepada mami dan minta wanita sesuai keinginan, nantinya wanita 
tersebut diperintahkan datang ke hotel dimana si pria tersebut telah 
menunggunya. Adapun pembayaran dilakukan dengan proses 
transfer sejumlah uang kepada mami, nantinya kemudian mami 
mengirim bagi hasil sesuai perjanjian setelah melayani lelaki 
tersebut.  Karena merasa tertarik agar dapat menghasilkan uang 
secara instan, saya memutuskan untuk ikut bersama teman saya, 
singkat cerita saya kemudian di perkenalkan kepada mami 
tersebut, dan perjanjian kerja sama itupun terjalin sampai pada 
akhirnya orang tua saya mengetahui dari hasil penggerebekan 
pihak kepolisian yang berpura-pura menjadi pria hidung belang 
yang ingin membayar saya untuk memuaskan nafsunya.  
  
Peluang ekonomi yang terbatas atau keterbatasan pendidikan, 
mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar-menawar, 
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seringkali perempuan dan anak rentan terhadap pekerjaan yang 
eksploitatif dan perdagangan.   
Dengan kondisi yang begitu memprihatinkan yang akhirnya 
menyebabkan para pencari kerja kurang memperhatikan resiko yang akan 
terjadi. Mereka dengan mudahnya tergiur dengan iming-imingi dengan 
popularitas pekerjaan yang menjanjikan, namun pada akhirnya mereka 
tertipu. 
Perdagangan manusia adalah bentuk modern perbudakan. 
Memperdagangkan manusia adalah kejahatan terbesar kedua dunia 
setelah perdagangan obat terlarang, dan merupakan yang tercepat 
pertumbuhannya. Banyak korban trafficking dipaksa untuk bekerja dalam 
bidang prostitusi, pornografi, atau tarian erotis. Tetapi perdagangan 
manusia juga terjadi dalam bentuk eksploitasi buruh, seperti pekerjaan 
dalam rumah tangga atau restoran, pekerjaan dalam pabrik dengan upah 
rendah dan kondisi buruk, atau pekerjaan pertanian migran. Perdagangan 
orang juga menghilangkan sumber daya manusia banyak negara. 
Perdagangan manusia memiliki nampak negatif pada pasar tenaga kerja, 
yang menimbulkan hilangnya sumber-sumber daya manusia yang tidak 
dapat diperoleh kembali. Beberapa dampak trafficking mencakup upah 
yang kecil, hanya sedikit individu yang tersisa untuk merawat orang tua 
yang jumlahnya semakin meningkat, dan generasi yang terbelakang 
dalam hal pendidikan. Dampak-dampak ini selanjutnya mengakibatkan 
hilangnya produktifitas dan kekuatan pendapatan di masa mendatang.  
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Penulis telah memaparkan ada beberapa faktor penyebab 
terjadinya kejahatan human trafficking di Kota Bandung. Selanjutnya 
Penulis akan memaparkan beberapa bentuk-bentuk human trafficking . 
Ada beberapa bentuk human trafficking yang terjadi pada 
perempuan dan anak-anak, yaitu : 
a. Kerja paksa seks & Eksploitasi seks 
Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan 
bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau 
pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada 
industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, berapa 
perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi 
mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah 
paksaan dan tidak diperbolehkan  menolak bekerja. 
b. Pembantu Rumah Tangga (PRT) 
PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke 
dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk: jam kerja wajib 
yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau 
yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun 
psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang 
makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk 
melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan 
dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba 
melarikan diri.   
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c. Bentuk Lain dari Kerja Migran 
Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, 
yang lainnnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan 
keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa 
dari buruh migran ini ditrafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-
wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar 
sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui 
jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan. 
d. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya 
Di luar negeri Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja 
sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. 
Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk 
bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip 
perbudakan. 
e. Pengantin Pesanan 
Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi 
sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan 
perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa 
istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi 
mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks. 
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f. Beberapa bentuk buruh / Pekerja Anak 
Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk 
mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di 
perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. 
g. Penjualan bayi 
Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan 
palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk 
menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu 
rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan 
bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap. 
Kejahatan trafficking biasanya terjadi di beberapa daerah lainnya 
termasuk juga Kota Bandung. Kota Bandung yang selama ini dianggap 
sebagai kota asal para korban perdagangan manusia kini ternyata 
menjadi kota tujuan penempatan para korban human trafficking  dari luar 
daerah Bandung.   
Dari berbagai faktor terkait dengan posisi korban dalam 
hubungannya dengan pelaku kejahatan, artinya bahwa dimana dalam 
ukuran intensitas tertentu antara korban dengan pelakunya, maka 
presentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal antara laki-laki dan 
perempuan telah dimanfaatkan oleh laki-laki untuk bereksperimen 
melakukan dan membenarkan perbuatannya yang sangat tidak 
manusiawi. 
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Setelah mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan 
perdagangan orang di Kota Bandung, maka penulis menyimpulkan ada 
tiga jenis yang dijalani oleh korban kejahatan trafficking di Kota Bandung, 
yaitu Latend or Predisposed Victims adalah korban yang faktor 
penyebabnya adalah faktor ekonomi, Participating victims, ialah korban 
yang karena penyebabnya adalah faktor pendidikan rendah, dan false 
victims menjadi korban karena penyebabnya adalah faktor perilaku 
konsumtif. 
 
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Adanya Korban 
Kejahatan Perdagangan Orang di Kota Bandung 
    Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Divisi 
Pemantauan P2TP2A Jawa Barat (Intan Rahayu Kuswoharti) 
tanggal 19 Juni 2013, dijelaskan bahwa upaya penanggulangan 
terhadap korban kejahatan perdagangan orang di Kota Bandung, 
ada tiga bagian, yaitu : 
1. Upaya Pre-Emtif 
Pihak P2TP2A Jabar telah bekerja sama dengan pihak 
kepolisian dengan melakukan upaya-upaya awal untuk 
mencegah terjadinya kejahatan perdagangan orang sehingga 
secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya korban 
kejahatan perdagangan orang. 
Upaya Pre-Emtif adalah upaya yang ditujukan untuk 
menetralisir dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh 
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terhadap timbulnya kejahatan perdagangan orang. Upaya ini 
dapat berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di 
masyarakat sekitar tentang akibat yang ditimbulkan oleh 
kejahatan tersebut, dan bagaimana menghindari ataupun 
mencegah terjadinya korban. 
Dari pernyataan di atas, dapat juga disimpulkan bahwa 
aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan 
tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan 
perdagangan orang, baik dengan mengadakan penyuluhan 
hukum terhadap masyarakat, maupun yang berupa peringatan 
melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Dengan 
demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan 
tindakan-tindakan preventif. Maka dari pihak penegak hukum 
juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya kejahatan 
perdagangan orang, bila penegak hukum sudah melakukan 
tugasnya dengan baik maka angka kejahatan, khususnya 
perdagangan orang dapat ditekan ke angka yang paling 
rendah. 
2. Upaya Preventif 
a. Melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang 
diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan 
wanita dan anak seperti pelabuhan laut, pelabuhan udara, 
pintu gerbang perbatasan dengan negara lain dan patroli 
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perairan untuk mengawasi kapal/perahu yang diduga 
membawa tenaga kerja dengan tujuan mencegah lalu lintas 
manusia yang diperdagangkan secara ilegal dari desa ke 
kota maupun dari satu kota ke kota lainnya dan dari dalam 
negeri ke negara tujuan. 
b. Menghimbau kepada penyalur jasa TKI dan pengusaha 
hiburan tidak melanggar prosedur yang telah ada dengan 
memberikan surat peringatan melalui Dinas Sosial 
Bandung. 
c. Sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke seluruh SMP dan 
SMA di Kota Bandung yang melibatkan para dokterm 
psikolog, dan LSM sebagai upaya mencegah terjadinya 
perdagangan manusia yang dilaksanakan sekali dalam 
setahun. 
3. Upaya Represif 
Upaya ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan 
perdagangan orang yang telah terjadi atau telah terdapat 
korban dalam kejahatan ini. Dengan menerapkan sanksi 
kepada pelaku, maka secara tidak  langsung hal itu merupakan 
suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada 
korban kejahatan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Peranan korban dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang di 
Kota Bandung disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: 
a. Faktor Ekonomi 
b. Faktor Rendahnya Pendidikan 
c. Faktor Perilaku Konsumtif 
 
2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi adanya korban 
kejahatan perdagangan orang di Kota Bandung, yaitu: 
a. Upaya Pre-Emtif, berupa penyuluhan-penyuluhan yang 
dilakukan di masyarakat sekitar tentang dampak dari kejahatan 
perdagangan orang. 
b. Upaya Preventif, berupa tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang 
bertujuan mengurangi dan menekan jumlah korban kejahatan 
perdagangan orang. 
c. Upaya Represif, upaya yang dilakukan berupa penerapan 
sanski kepada pelaku, kejahatan perdagangan orang sehingga 
secara tidak langsung merupakan bentuk perhatian kepada 
korban. 
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B. Saran 
Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan 
masalah mengenai trafficking, yaitu : 
1. Pemetaan masalah perdagangan orang, baik untuk tujuan domestik 
maupun luar negeri. 
2. Peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan 
alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana 
dan prasarana pendidikannya. 
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi 
seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek 
yang terkait dengannya. 
4. Perlu diupayakan adanya jaminan aksebilitas bagi keluarga 
khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, 
pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. 
5. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan 
penanganan korban tindak pidana perdagangan orang dengan aktif 
memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut 
kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib. Atau turut serta 
dalam menangani korban. Sebagai pelapor, namanya dilindungi 
dan dirahasiakan. Dalam hal ini pemerintah wajib membuka akses 
seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun 
internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
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